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PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, dapat disimpulkan
bahwa Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2
Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Hutan Mangrove Nagari Maligi Perspektif
Fikih Biah bisa kita lihat dari beberapa aspek:

1. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Nomor 2 Tahun 2010 di Nagari Maligi, Kabupaten Pasaman Barat
dalam konteks pengelolaan hutan mangrove belum sepenuhnya
optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya penerapan beberapa
ketentuan strategis yang diatur dalam peraturan tersebut. Meskipun
demikian, terdapat beberapa pasal dalam perda tersebut yang telah
dijalankan secara baik dan konsisten. Implementasi Perda ini masih
berada pada tahap berkembang, di mana sebagian substansi regulasi
telah terlaksana dengan baik, namun masih dibutuhkan penguatan
kelembagaan, pendanaan, serta partisipasi masyarakat yang lebih
optimal untuk mencapai pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan.

2. Faktor penyebab kurangnya pengelolaan dan pelestarian Hutan
Mangrove di Nagari Maligi Kabupaten Pasaman Barat: Kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah tentang
pengelolaan Hutan Mangrove, kurangnya sosialisasi pemerintah
kepada perangkat nagari maupun masyarakat terkait Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2010, infrastruktur
dan akses jalan terbatas menjadi kendala utama pengelolaan hutan
mangrove dan tidak adanya fasilitas pendukung. Kelemahan
kelembagaan dan koordinasi, meski upaya penanaman mangrove
telah dilakukan namun, keberlanjutan upaya ini bergantung pada

sinergi dan penguatan kelembagaan lokal.
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3. Pengelolaan hutan mangrove di Nagari Maligi kabupaten Pasaman
Barat perspektif fikih biah menunjukan bahwa praktik pengelolaan
mangrove di Nagari Maligi sudah berjalan di jalur yang tepat secara
syariah. Namun, agar implementasi ini bukan sekedar proyek
sementara, perlu diperkuat dengan regulasi lokal, pemeliharaan
jangka panjang, dan pemberdayaan komunitas agar amanah khalifah
bukan hanya terpatri dalam prinsip, tapi juga dalam prakti nyata.
5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan data lapangan yang diperoleh,
makan penulis ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat
berkontribusi. Berikut saran-saran dari penulis:

1. Meningkatkan penguatan penegakan hukum dan efektivitas
pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2
Tahun 2010 dengan memperkuat sistem sosialisasi kepada
perangkat nagari dan masyarakat.

2. Dinas Lingkungan hidup bersama pemerintah nagari dan lembaga
adat perlu melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap
kondisi mangrove. Tidak cukup hanya melakukan penanaman bibit,
tetapi juga harus ada pemeliharaan dan monitoring hasilnya secara
berkala.

3. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan fikih biah sebagai pendekatan
spiritual dalam mengelola dan melindungi lingkungan
diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan, kesadaran
hukum masyarakat diharapkan dapat terciptanya pengelolaan

lingkungan berkelanjutan.
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